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Negara Indonesia adalah ncgara yang didasart..an atas hukum. tidak 

didasurkan atas kekua:;aan bclaka, haJ ini mengandung pcngcnian bahwa ncgara. 

tcrmasuk di Jalamn}n pemerintah dan lembaga-h:mbaga nc:gar.i yang lain dalaJn 

melak-.anakan tindal.an apapun harus dilandasi oleh hukum alau haru' dapaJ 

dipenanggung jawahknn sccara hukum. Oleb karena itu pcrlu adanya 

pembangwian hukum yang pada hakekatny11 pembangunan hukum tersebut adalah 

seb3*,>ai upaya untuk mcncgakkon keadilan, kebcnaran dan ketcniban di negara 

Indonesia yang bcrdasarkan Panca:.ila clan Undang-l Jndang J)asar Negara 

Republik ln<lolll..'Sia lahun l 945. 

Pembangunan nasional yang mengikutsertakan m:is)arakat s.:nantiasa 

dapat menwubuhkan k�-sadaran hukum masya.rakatnya. schingga dapat 

mengurangi timbulnya llcrhagai h.:ntuk kcjahatan. Dalain �uatu pn•�s peraJilan 

pidana guna mengungkap �uatu tindak pidana yang terjadi. tidal biSll lepa.� dari 

peran serta saksi dan korban tindak pidana itu scndiri dalam mcmbcrikan 

kesaksian. Dalam u:;aha penegakao hukum pidana di tanah air. sering terganjal 

okh �w.a11nya memperoleh ulat bukti dalum pr-oscs pcraJilan piJana berupa 

kctcrangan saksi lo:rma.�uk di dalamn)ll saksi dari korban tinJal prdana 1tu s..'f!diri. 

Para saksi kcrap kali mcngalami intimidasi. ancaman. tekanan dari pihal pdaku 

atau pihak tertcntu ) ang tidal.. ingin kcjahatann)'a tcrbongkar. Akibatnya, para 

cl-si tidak bis.1 i;ecaru lcluasa menyampaikan informasi yang seb.:nilm}a tcmang 
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proses pcradilan pidana sangal hcrgantung pada alat bukti yang bcrha..o;il diungkap 

atau ditemukan. Dalam proses pers1dangan, terutama yang bcrkena:.m dengan 

saksi, banyak kru;us yang tidak terungkap akibat tidak athlnyu saksi yang dapat 

mcndukung lugits poncgaJ.. hukum. Pa<lahal. a<lanya saksi dan 1..orhan mcrupakan 

unsur ) :mg SWlb'3l 111 ... '!lentukan d.:ilam proses peradilan pi Jana. Kcberadaan sahi 

dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mcndapal pcrhatian 

masyarakat clan pene;;a.k hul..um. Kasus-kasus yang tidak tcrungkap dan tidal.. 

tcrselesaikan Nn)'al.. dischal>kan oleb saksi dan korb<Ul 1aku1 membcrikan 

kcsaksian kepada pencgak hukum karena mcndapat ancaman dari pihak 1cncntu. 

fidak dapat d1pungkiri, bahv.'ll selama ini yang sering men.11.1di perbatian 

dalam suaru proses pemdllan hanyalah orang yang mclanggar atau pclnku tindal.. 

pidana saja KcpaJa pclaku tindak pidana diberil..an scp.:nmgka1 hak unlul.. 

manbela dirinya mdalui proses hukum yang adil (dui: pro.·.:,, of l<m-). 

Kcpcdali:m yang dcmil..ian bcsar kepada tersangkaipduku t indak pidana 

menimbulkan persepsi bahwa the pendulum ha., .rnw1g 100/or, karcna seolah-olah 

1elab mcngabaikan pihuk lai n yang lcrlibal dalam pm'i<.'s pcrmlilon pidana. 

terutama saksi termasul.. didn.lamny:i saksi korban.1 Scbagui upaya mcnumbuhkan 

parrisipasi JllllSyar.tkat untuk mcngun!lkap tindak pidana. pernerintah men1mnggap 

perlu unruk menciptakan iklim yang kondusif dengan cara mcmberikan 

p.!rlintlungan hukwn <lan !.cum:man l..cpatla sctiap orang yang mcngctahui alau 

mcnemukan suatu haJ )ang <lapat membantu meagungl.ap tinda!. pidana yang 

telah terjadi dan mclaporkan hal tersebut kcpada pencgak hukum. 

1. M:upaung, Rusdi <Ed). Perlindungan t<Tiwdap Penibe/u Hu4 A111>I M1J1111.1iu. IMJ>ARSIAL. 
JaJ.ana, 2005 

'- Supriyadi Widodo Eddyono. l'<'rlmtl1111ga11 S/JJrsi di f'.,1ga.llla11 NAM dt111 8rbuapa 
Unalahn)'l•. Maka lab dlsl.11,i ICW yong b«lcmn "M•nggagu• IA'mhaga r .. rlid.ngt1n .'>trui dan 
�-Hole! Cem3Cll 8 februari :?007, him S 
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Pcrlindunh'1lll sak.�i dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia 

belum diniur secara k.hu�-us. Pasal SO sampai dengan l'asal 68 Undang-Undang 

Nomor 8 Jahun 1981 tentang Hukum Acara Pidan:t hanya mengatur perlindungan 

terhadap h:rsangka atau t.:rdakwa w11ul.: m�pat pcrlindung<dll dari berbagai 

kemungkinan pclanggarun bak asasi manusia. Olch karena itu. sudah saatn)a 

perlindungan sa.ksi dan korban diatur denga.'1 undang-undang ter..cndiri. Atas 

dasar hal etrsebut di arns. pemerintah tclah menerbilkan Undang-llndang yang 

khusus mengatur tentang perlindungun tcrhadap sak�i dan korban. yukni Undang­

llndang Nomor 13 Tahun �006. 

1)1scbu£kan dnlom penjelasan Undang-Undang Nomor 13 lahun 2006. 

bahwa berdasarkan asas kesamaan di dcpan hukum (equubty hefore tht• luw) yang 

menjadi ..alah satu ciri n .. -gara bukum, saksi dan korban dalam pni�o..-.. perntlilan 

pidana harus dibcri jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok matcri muatan 

yang diatur daJam l ndang-Uodang tentang PerlinJungan Saks1 dan Karban 

meliputi: 

I. Pcrlindungan dan hak Saksi clan Korban; 

2. Lcmbaga Pcrlindungan Saksi dan Korban: 

3 Syarat dan tma cara pemberian perlindungan dan b:mnmn: dan 

4. Kctentuan pidana.J 

I cmbaga Perlindungan Swi dan Korban (LPSK) mcnurut Pasal I butir 3 

UnJang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah kmbaga )'ang bcrtugas clan 

berwi:nang untuk memhcrikan p.."'l'linJungan da.n luk-hak lain kcpada Saksi 

d.ln!atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-tlndang itu. Kcbo..'l':ldaan 

.. . . . ' . . . 
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